
 

 

 
 
 

 
A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pelayanan 

pengaduan PJU (Penerangan Jalan Umum) berbasis media digital pada Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro dengan 

menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi 

indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Komunikasi 
 

Implementasi pelayanan pengaduan PJU berbasis media digital pada 

indikator komunikasi telah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya mekanisme komunikasi internal yang jelas melalui media digital seperti 

WhatsApp, Instagram, telepon, dan call center yang didukung dengan proses 

verifikasi laporan sebelum diteruskan kepada petugas lapangan. Akan tetapi, 

komunikasi kepada masyarakat masih belum optimal karena sebagian 

masyarakat belum mengetahui adanya layanan pengaduan berbasis media 

digital maupun instansi yang bertanggung jawab terhadap pelayanan PJU. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai mekanisme 

pelayanan masih belum sesuai dan perlu ditingkatkan agar informasi dapat 

diterima secara merata oleh masyarakat. 

2. Sumber Daya 
 

Implementasi pelayanan pengaduan PJU berbasis media digital pada 

indikator sumber daya telah didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, 
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sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran operasional. Dinas telah 

memiliki petugas teknis, kendaraan operasional, peralatan kerja, dan sistem 

pengelolaan logistik yang mendukung pelaksanaan pelayanan. Namun 

demikian, jumlah personel yang belum sebanding dengan luas wilayah 

pelayanan serta kondisi sebagian kendaraan operasional yang telah berusia 

cukup tua menyebabkan pelayanan belum dapat menjangkau seluruh wilayah 

secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya kualitas 

penerangan jalan dan kecepatan penanganan pengaduan di beberapa wilayah 

Kabupaten Bojonegoro. 

3. Disposisi 
 

Implementasi pelayanan pengaduan PJU berbasis media digital pada 

indikator disposisi menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan memiliki 

komitmen dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Hal tersebut terlihat dari adanya penerapan skala prioritas 

penanganan, pelaksanaan patroli rutin, serta tindak lanjut terhadap laporan 

masyarakat melalui media digital. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa 

keluhan masyarakat mengenai lamanya proses penanganan pada lokasi tertentu 

sehingga menunjukkan bahwa responsivitas pelayanan belum sepenuhnya 

merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan konsistensi dalam memberikan 

pelayanan agar seluruh masyarakat memperoleh kualitas pelayanan yang sama. 

4. Stuktur Birokrasi 
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Implementasi pelayanan pengaduan PJU berbasis media digital pada 

indikator struktur birokrasi telah berjalan dengan baik. Dinas telah memiliki 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam setiap 

tahapan penanganan pengaduan serta pembagian kewenangan yang jelas 

dengan PLN sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dalam pelaksanaan 

pelayanan. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang belum 

memahami pembagian kewenangan tersebut sehingga diperlukan peningkatan 

sosialisasi mengenai mekanisme pelayanan dan instansi yang berwenang 

menangani pengaduan PJU. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan teori penerapan 

kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan pengaduan PJU di Dinas PKP Cipta Karya Kabupaten 

Bojonegoro secara keseluruhan belum efektif. Hal ini disebabkan oleh tiga dari 

empat indikator yang diteliti menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau 

penyimpangan 

Indikator komunikasi dianggap tidak sesuai karena sosialisasi kepada 

masyarakat tidak optimal dan tampilan stiker pengaduan di tiang PJU kurang 

terlihat oleh penduduk setempat. Pada indikator sumber daya, kondisi ini juga 

terbukti menyimpang, yang disebabkan oleh jumlah armada mobil operasional 

yang sedikit, terbatasnya tenaga teknis, serta seringnya kekurangan stok suku 

cadang di gudang. Begitu pula pada indikator struktur birokrasi, pelaksanaan 

tidak sesuai dengan waktu yang ditargetkan dalam SOP akibat adanya antrian 

pekerjaan di lapangan. Sementara itu, satu-satunya indikator yang memenuhi 
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kriteria adalah disposisi, di mana petugas dan admin di dinas sudah 

menunjukkan komitmen dan sikap yang positif dalam menangani setiap 

pengaduan dari warga. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten 

Bojonegoro 

Untuk Dinas PKP Cipta Karya di Kabupaten Bojonegoro, rekomendasi 

yang bisa diberikan adalah melakukan pembaruan pada desain stiker aduan 

yang dipasang di tiang PJU agar lebih terang dan mudah dibaca dari jalan. 

Selain itu, penting untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak desa serta 

pengurus RT/RW dalam rangka menyebarkan nomor aduan digital secara lebih 

luas. Selanjutnya, dinas juga perlu mengajukan tambahan anggaran dalam 

APBD yang akan datang untuk menambah jumlah armada mobil operasional 

dan personel teknis, melakukan pendataan rutin terhadap sisa stok suku cadang 

agar tidak mengalami kekurangan mendadak saat dibutuhkan, dan menerapkan 

sistem prioritas dalam pengerjaan dengan lebih dulu menangani perbaikan PJU 

di jalan-jalan utama atau tempat-tempat yang berisiko kecelakaan. 

2. Bagi Masyarakat 
 

Untuk warga Kabupaten Bojonegoro, dianjurkan agar lebih berperan 

dalam menggunakan saluran aduan resmi PJU yang berbasis digital yang telah 

disediakan oleh instansi, seperti WhatsApp Call Centre dan akun Instagram 
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resmi. Warga juga diharapkan dapat turut menjaga keberadaan media informasi 

aduan serta aktif melaporkan lokasi kerusakan PJU dengan rinci supaya petugas 

dapat mengenali masalah dan mengatasi laporan di lapangan dengan lebih 

efisien. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 
 

Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian 

terkait penerapan pelayanan publik ini dengan cakupan yang lebih luas dengan 

memasukkan perspektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap layanan 

pengaduan PJU. Di samping itu, peneliti selanjutnya juga bisa menggali aspek 

efisiensi penggunaan anggaran operasional atau menerapkan metode penelitian 

kuantitatif supaya pemahaman mengenai efektivitas pelayanan PJU di 

Kabupaten Bojonegoro menjadi lebih menyeluruh.. 
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